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ABSTRAK 
Ridha Ariyaniputri Samal (B111 11 066), Penahanan Anak Sebagai 
Tersangka Dalam Kasus Geng Motor di Kota Makassar dibimbing 
oleh Muhadar dan Hijrah Adhyanti M. 
 
 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kesesuaian 
penahanan anak sebagai tersangka dalam kasus geng motor di Kota 
Makassar dengan peraturan perundang-undangan yang mengaturnya dan 
untuk mengetahui kendala-kendala terhadap pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan tentang penahanan anak sebagai 
tersangka dalam kasus geng motor di Kota Makassar. 
  
 Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dimana pengumpulan 
data dilakukan melalui wawancara langsung dan terbuka dalam bentuk 
tanya-jawab terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan 
dalam tulisan ini. Selain itu, penulis juga melakukan penelitian 
kepustakaan yaitu dengan mencari, menginventarisasi, mencatat, dan 
mempelajari data-data sekunder yang berhubungan dengan masalah 
yang dibahas. Selanjutnya, data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif 
dan dipaparkan secara deskriptif. 
 
 Berdasarkan analisis, penulis menyimpulkan beberapa hal, antara 
lain: 
(1) Proses penahanan anak sebagai tersangka dalam kasus geng motor 
di Kota Makassar sejauh ini telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya 
masih belum berjalan dengan baik yang disebabkan oleh beberapa faktor, 
diantaranya adalah anak sebagai tersangka dalam kasus geng motor 
ketika ditahan masih disatukan dengan tahanan dewasa, faktor orang tua 
sebagai pihak penjamin bagi anak yang berhadapan dengan hukum yang 
belum terlaksana dengan baik, serta perlakuan buruk yang diterima oleh 
anak selama menjalai proses hukum. (2) Kendala-kendala terhadap 
pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang 
penahanan anak sebagai tersangka dalam kasus geng motor di Kota 
Makassar diantaranya singkatnya waktu penahanan bagi anak yang 
diterapkan oleh UUSPPA membuat penyidik membutuhkan kerja yang 
ekstra agar dapat menyelesaikan berkas perkara lebih cepat, belum 
terdapat Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) dan Lembaga 
Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kota Makassar, serta masih 
kurangnya penyidik anak dan tenaga pegawai Lapas Klas I Makassar. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha 
Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga 
dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Dalam taraf 
perkembangannya, terkadang anak mengalami situasi sulit yang 
membuatnya melakukan tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri 
atau bahkan merugikan orang lain. Karena kenyataannya, seorang anak 
yang pada umumnya adalah manusia, juga bisa melakukan hal-hal seperti 
layaknya orang dewasa lakukan, tak terkecuali hal-hal atau perbuatan 
yang bertentangan dengan norma/hukum yang berlaku, sehingga anak 
juga berhak menjaga harkat dan martabatnya, serta mendapat 
perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem 
peradilan. 
Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia yaitu Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya 
disebut UUD 1945) setelah amandemen tegas menyatakan dalam Pasal 
28B ayat (2) bahwa: 
Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan 
berkembang serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. 
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Dari Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 di atas jelas bahwa anak 
mempunyai hak-hak seperti halnya manusia ataupun orang dewasa pada 
umumnya, yaitu hak atas kelangsungan hidup, hak untuk tumbuh, hak 
untuk berkembang, serta hak atas perlindungan dari kekerasan dan 
diskriminasi. Dalam rangka melaksanakan Pasal 28B ayat (2) UUD 1945, 
Pemerintah Republik Indonesia telah mengesahkan diantaranya Undang-
undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan 
Anak (selanjutnya disebut UU No. 4 Tahun 1979), Undang-undang 
Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 
(selanjutnya disebut UU No. 3 Tahun 1997), Undang-undang Republik 
Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (selanjutnya 
disebut UU No. 23 Tahun 2002), dan yang baru tahun ini diberlakukan 
yaitu Undang-undang Republik Indonesia  Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UUSPPA). 
Dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur 
secara khusus tentang anak, membuat penanganan terhadap anak yang 
terlibat dalam kasus hukum akan mendapat perlakuan yang khusus pula 
jika dibandingkan dengan orang dewasa yang terlibat dalam kasus 
hukum. Hal ini dilakukan demi melindungi dan menjamin hak atau 
kepentingan anak, khususnya bagi anak yang melakukan tindak pidana.  
Seorang anak yang melakukan tindak pidana akan menjalani proses 
penahanan demi kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 
di sidang pengadilan jika anak tersebut telah berumur 14 (empat belas) 
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tahun atau lebih dan diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman 
pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih yang diatur dalam Pasal 32 ayat 
(2) UUSPPA. Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani, dan sosial 
anak harus tetap terpenuhi. Penahanan terhadap anak dilaksanakan di 
Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS). Tetapi jika tidak terdapat 
LPAS, maka penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial (LPKS) setempat. 
Namun, pada kenyataannya terkadang anak yang menjadi 
tersangka dalam kasus tindak pidana malah disamakan penanganannya 
dengan orang dewasa lainnya yang mengacu pada Kitab Undang-undang 
Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHAP) yang seharusnya 
diterapkan UUSPPA. Contohnya saja  yang banyak terjadi belakangan ini 
adalah kasus geng motor yang pelakunya merupakan orang dewasa dan 
juga anak usia sekolah. Para tersangka dalam kasus geng motor yang 
ditangkap dan ditahan mendapat perlakuan yang sama atau penempatan 
yang sama, sedangkan dalam Pasal 30 UUSPPA mengatur bahwa anak 
yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak, 
jika ruang tersebut belum ada di wilayah yang bersangkutan, maka anak 
dititipkan di LPKS. Hal ini dipertegas lagi dalam Pasal 3 UUSPPA bahwa 
setiap anak berhak dipisahkan dari orang dewasa. 
Geng motor dalam kasus ini ialah sekumpulan orang-orang yang 
sering membuat keributan atau melakukan kekerasan terhadap 
masyarakat pada suatu daerah tertentu yang mengakibatkan jatuhnya 
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korban luka dan bahkan korban jiwa. Geng motor inilah yang sekarang 
sangat meresahkan warga Kota Makassar. Dalam praktik, diketahui 
bahwa tahanan anak dalam kasus geng motor ini biasanya digabung 
dengan orang dewasa, seperti yang terjadi di Kota Makassar sebanyak 80 
orang anak ditahan di Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi ini sangat 
memprihatinkan, karena anak-anak seharusnya tidak digabung dengan 
orang dewasa dalam satu lembaga pemasyarakatan. Hal ini sangat 
berbahaya dan tidak mencerminkan perlindungan anak.1 
Narapidana anak dan tahanan anak dapat saja terpengaruh 
dengan sikap dan tindakan tahanan dewasa, mengingat  kondisi psikis 
anak akan terpengaruh jika bersosialisasi dengan narapidana dewasa. 
Anak bisa saja mengetahui pengalaman-pengalaman melakukan 
kejahatan yang belum pernah didengar dan dilakukannya, atau bahkan 
anak dapat menjadi korban pelecehan seksual/kekerasan selama berada 
dalam tahanan tersebut. 
Berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di atas, maka penulis tertarik 
untuk mengkaji masalah penahanan anak yang ada di Kota Makassar 
dalam bentuk suatu karya ilmiah dengan judul “Penahanan Anak 
Sebagai Tersangka Dalam Kasus Geng Motor di Kota Makassar”. 
 
                                                          
1
Dewi Mardiani, 2012, 80 Orang Anak Dipenjara di Lapas Makassar, 
http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/12/11/11/mdbm6k-80-orang-anak-dipenjara-di-
lapas-makassar, diakses pada tanggal 31 Oktober 2014, pukul 19.25 WITA. 
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B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut di atas, maka 
rumusan masalah yang akan dibahas adalah: 
1. Apakah penahanan anak sebagai tersangka dalam kasus geng 
motor di Kota Makassar telah sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan? 
2. Apakah kendala-kendala terhadap pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan tentang penahanan anak sebagai 
tersangka dalam kasus geng motor di Kota Makassar? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penulisan yang akan dicapai dalam penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui kesesuaian penahanan anak sebagai tersangka 
dalam kasus geng motor di Kota Makassar dengan peraturan 
perundang-undangan yang mengaturnya. 
2. Untuk mengetahui kendala-kendala terhadap pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penahanan 
anak sebagai tersangka dalam kasus geng motor di Kota  
Makassar. 
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D. Kegunaan Penelitian 
1. Segi teoritis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sekedar 
sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu 
hukum pada umumnya, perkembangan Hukum Pidana 
khususnya mengenai penahanan anak. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan 
informasi kepada pendidikan ilmu hukum mengenai 
pelaksanaan kaidah-kaidah hukum di abad ini. 
c. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
pemikiran kepada pembuat Undang-undang dalam menetapkan 
kebijaksanaan lebih lanjut mengenai prosedur penahanan anak 
yang lebih tepat dan jelas. 
2. Segi praktis 
a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada 
aparatur negara dan pihak-pihak lainnya yang terlibat dalam 
proses dan prosedur penahanan anak di Indonesia. 
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BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Penahanan Anak Menurut Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 
Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
Dalam UUSPPA, pengertian anak dibagi menjadi Anak yang 
Berkonflik dengan Hukum, Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana, dan 
Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana. Pada Pasal 1 UUSPPA 
merumuskan, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang 
selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) 
tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga 
melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang 
selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau 
kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, sedangkan anak 
yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi 
adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat 
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang 
didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri. 
Dalam Pasal 1 butir 1 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 
Anak mengatur bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 
(delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. 
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Berbeda dengan Pasal 1 ayat (2) UU No. 4 Tahun 1979 tentang 
Kesejahteraan Anak yang merumuskan Anak adalah seseorang yang 
belum mencapai 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin. 
Sedangkan dalam Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan 
Hukum Pidana memberikan definisi anak yang belum dewasa apabila 
belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia 
tersangkut dalam perkara pidana maka hakim boleh memerintahkan 
supaya si anak tersebut dikembalikan kepada orang tua/walinya ataupun 
pemeliharanya dengan tidak dikenakan hukuman atau memerintahkannya 
supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu 
hukuman. Namun ketentuan Pasal 45, 46, 47 KUHP telah dihapus dengan 
lahirnya UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. 
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat 
tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan 
penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini (Pasal 1 ayat (21) KUHAP). 
Menurut Andi Hamzah merumuskan penahanan sebagai berikut:2 
Penahanan merupakan salah satu bentuk perampasan 
kemerdekaan bergerak seseorang, sehingga disini terdapat 
pertentangan antara dua asas yaitu hak bergerak seseorang yang 
merupakan hak asasi manusia yang harus dihormati di satu pihak 
dan kepentingan ketertiban umum di lain pihak yang harus 
dipertahankan untuk orang banyak atau masyarakat dari perbuatan 
jahat tersangka. 
                                                          
2
 Ahmad Nur Setiawan, 2014, Hak Tersangka Menuntut Ganti Kerugian Atas Penahanan Yang 
Tidak Sah, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 36. 
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Pada dasarnya semua orang yang menjadi tersangka dapat 
dilakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan, dengan maksud 
agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau 
tidak mengulangi kembali perbuatan yang dilakukannya. Penahanan 
dapat dilakukan apabila perbuatan tersangka diancam minimal 5 (lima) 
tahun. 
Adapun tujuan penahanan yang disebutkan dalam Pasal 20 
KUHAP yang menjelaskan: 
1. Untuk kepentingan penyidikan, penyidik pembantu atas 
perintah penyidik berwenang melakukan penahanan (Pasal 
20 ayat (1)). 
2. Penahanan yang dilakukan penuntut umum, bertujuan untuk 
kepentingan penuntutan (Pasal 20 ayat (2)). 
3. Demikian juga penahanan yang dilakukan peradilan, 
dimaksud untuk kepentingan pemeriksaan di sidang 
pengadilan. Hakim yang berwenang melakukan penahanan 
dengan penetapan yang didasarkan kepada perlu tidaknya 
penahanan dilakukan sesuai dengan kepentingan 
pemeriksaan di sidang pengadilan (Pasal 20 ayat (3)). 
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Penahanan oleh penyidik maupun penuntut umum serta hakim 
merujuk kepada ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP yaitu 
penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan oleh penyidik atau 
penuntut umum terhadap tersangka atau terdakwa dengan memberikan 
surat perintah penahanan atau penetapan hakim yang mencantumkan 
identitas tersangka atau terdakwa dan menyebutkan alasan penahanan 
serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan atau 
didakwakan serta tempat ia ditahan. Tembusan surat perintah penahanan 
atau penahanan lanjutan atau penetapan hakim sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) harus diberikan kepada keluarganya. 
Pasal 1 butir 21 KUHAP mengatur pengertian penahanan adalah 
penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau 
penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta 
menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini. Artinya, penahanan 
dapat dilakukan apabila tersangka masih dalam proses peradilan pidana 
dan belum mendapatkan putusan (vonnis). Apabila akan dilakukan 
penahanan, harus ada Surat Perintah Penahanan dari penyidik atau 
penuntut umum atau hakim yang tembusannya diberikan kepada 
keluarganya. Penahan itu sendiri sesuai dengan Pasal 22 KUHAP berupa: 
1. Penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) 
2. Penahanan Rumah 
3. Penahanan Kota 
11 
 
Berbeda dengan penahanan dengan kedudukan anak sebagai 
tersangka, sesuai dalam Pasal 32 ayat (2) UUSPPA penahanan hanya 
dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut: 
a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan 
b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 
penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. 
Kemudian Pasal 32 ayat (3) UUSPPA mengatur kedua syarat di 
atas harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan. 
Pada dasarnya penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan jika si 
anak memperoleh jaminan dari orang tua atau walinya atau lembaga 
bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau 
merusak barang bukti, dan tidak akan mengulangi tindak pidana yang 
dilakukannya. 
Seorang anak pelaku tindak pidana saat penahanan harus 
mendapatkan pendampingan guna memberikan perlindungan dan 
pemenuhan kebutuhan kejiwaan anak. Di New Zealand pendampingan 
terhadap anak dilakukan oleh Bantuan Pemuda (Youth Aid). Berdasarkan 
hasil penelitian selama tahun 1999-2000, sebanyak 55% dilakukan 
pendampingan oleh Youth Aid, 23% diberikan peringatan, 10% family 
conference, dan 12% ditangkap dan prosesnya dilanjutkna ke peradilan.3 
Masalah penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, 
memiliki klasifikasi yang khusus. Penahanan terhadap tersangka yang 
                                                          
3
 Marlina, 2009, Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan 
Restorative Justice, Bandung: PT Refika Aditama, hlm. 96. 
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digolongkan khusus oleh KUHAP dengan Tahanan Rumah Negara, 
Tahanan Rumah (Keluarga), dan Tahanan Kota mendapat dispensasi dari 
ketentuan-ketentuan yang dirumuskan oleh Pasal 44 UU Nomor 3 Tahun 
1997 tentang Pengadilan Anak, yaitu penahanan anak yang melakukan 
tindak pidana harus diletakkan di tempat khusus di lingkungan Rumah 
Tahanan Negara, atau Cabang Rutan dan atau diperbolehkan di tempat 
tertentu yang disediakan untuk itu. Sementara dalam UUSPPA yang 
kemudian menggantikan Undang-undang sebelumnya menyebutkan 
dalam Pasal 33 bahwa  penahanan terhadap anak dilaksanakan di 
Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS), dalam hal tidak terdapat 
LPAS maka penahanan dapat dilakukan di Lembaga Penyelenggaraan 
Kesejahteraan Sosial (LPKS) setempat. 
Perbedaan status tahanan anak yang melakukan tindak pidana 
dengan orang dewasa yang melakukan tindak pidana, terdapat juga pada 
skala waktu penahanan anak pada waktu pemeriksaan. Berikut adalah 
tabel jangka waktu penahanan sesuai dalam UUSPPA: 
 
No 
 
Pejabat 
 
Lama 
Penahanan 
(hari) 
 
Perpanjangan 
P.U 
(hari) 
 
Perpanjangan 
Hakim 
(hari) 
 
Perpanjangan 
KPN 
(hari) 
 
Ket 
1. Penyidik 7 (tujuh) 8 (delapan) - - Psl 33 
2. Penuntut 
Umum 
5 (lima) - 5 (lima) - Psl 34 
3. Hakim 10 (sepuluh) - - 15 (lima belas) Psl 35 
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Apabila jangka waktu penahanan-penahanan di atas telah berakhir, 
maka anak wajib dikeluarkan demi hukum. Selain itu, pejabat yang 
melakukan penangkapan atau penahanan wajib memberitahukan kepada 
anak dan orang tua/wali mengenai hak memperoleh bantuan hukum. Jika 
pejabat tersebut tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud, 
maka penangkapan atau penahanan terhadap anak dinyatakan batal demi 
hukum. 
Dalam Undang-undang tersebut, tidak diatur mengenai sanksi yang 
diberikan terhadap pejabat yang tidak melaksanankan ketentuan seperti 
yang disebutkan di atas. Namun pada dasarnya penangkapan, 
penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila 
sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai 
upaya terakhir (ultimatum remedium) sesuai dalam Pasal 16 ayat (3) UU 
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
 
B. Tersangka 
Menurut Pasal 1 butir 14 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 
tentang Hukum Acara Pidana bahwa pengertian tersangka adalah 
seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti 
permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Kepada seorang 
tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan atau penahanan selain 
wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang didakwakan 
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kepadanya, juga wajib diberiyahu haknya itu termasuk hak untuk 
menghubungi dan minta bantuan penasehat hukum.4 
Dalam KUHAP hak-hak tersangka disatukan dalam bab iv  dengan 
terdakwa. Pasal 50 KUHAP menentukan bahwa tersangka berhak segera 
mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan 
kepada penuntut umum, kemudian berhak atas perkaranya segera 
dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum. Selain itu, untuk 
mempersiapkan pembelaan tersangka berhak untuk diberitahukan dengan 
jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang 
disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai serta ia berhak 
mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat hukum 
selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, menurut tata 
cara yang ditentukan dalam KUHAP. 
Dalam bab iv tentang tersangka dan terdakwa, tersangka berhak 
untuk: 
 Segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan 
selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum; 
 Perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut 
umum; 
 Diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti 
olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada 
waktu pemeriksaan dimulai; 
 Memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik atau 
hakim; 
 Setiap waktu mendapat bantuan juru bahasa dalm 
pemeriksaan pada tingkat penyidikan dan pengadilan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 177 KUHAP; 
                                                          
4
 M. Karjadi dan R. Soesilo, 1997, Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dengan 
Penjelasan Resmi dan Komentar, Bogor: Politeia, hlm. 4. 
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 Diberlakukan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 178 KUHAP jika tersangka bisu dan atau tuli; 
 Mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih penasihat 
hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat 
pemeriksaan, menurut tatacara yang ditentukan dalam 
KUHAP guna kepentingan pembelaan; 
 Memilih sendiri penasihat hukumnya; 
 Menghubungi penasihat hukumnya sesuai dengan ketentuan 
KUHAP saat dikenakan penahanan; 
 Menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya 
dalam menghadapi proses perkaranya jika tersangka yang 
dikenakan penahanan berkebangsaan asing; 
 Menghubungi dan menerima kunjungan dokter pribadinya 
untuk kepentingan kesehatan baik yang ada hubungannya 
dengan proses perkara maupun tidak; 
 Diberitahukan tentang penahanan atas dirinya oleh pejabat 
yang berwenang pada semua tingkat pemeriksaan dalam 
proses peradilan, kepada keluarganya atau orang lain yang 
serumah dengan tersangka ataupun orang lain yang 
bantuannya dibutuhkan oleh tersangka untuk mendapatkan 
bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya; 
 Menghubungi dan menerima kunjungan dari pihak yang 
mempunyai hubungan kekeluargaan atau lainnya dengan 
tersangka guna mendapatkan jaminan bagi penangguhan 
penahanan ataupun untuk usaha mendapatkan bantuan 
hukum; 
 Secara langsung atau dengan perantara penasihat 
hukumnya menghubungi dan menerima kunjungan sanak 
keluarganya dalam hal tidak ada hubungannya dengan 
perkara tersangka untuk kepentingan pekerjaan atau untuk 
kepentingan kekeluargaan; 
 Mengirim surat kepada penasihat hukumnya, dan menerima 
surat dari penasihat hukumnya dan sanak keluarga setiap 
kali yang diperlukan olehnya, untuk keperluan itu bagi 
tersangka disediakan alat tulis menulis; 
 Menghubungi dan menerima kunjungan dari rohaniawan; 
 Mengusahakan diri mengajukan saksi dan atau seseorang 
yang memiliki keahlian khusus guna memberikan keterangan 
menguntungkan bagidirinya; 
 Tidak dibebani kewwajiban pembuktian; 
 Minta banding terhadap putusan pengadilan tingkat pertama 
kecuali terhadap putusan bebas, lepas dari segala tuntutan 
hukum yang menyangkut masalah kurang tepatnya 
penerapan hukum dan putusan pengadilan dalam acara 
cepat; 
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 Menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi sebagaimana diatur 
dalam Pasal 95 KUHAP; 
 
Dalam Pasal 16 UUSPPA menegaskan bahwa ketentuan beracara 
dalam hukum acara pidana berlaku juga dalam acara peradilan anak, 
kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. 
Dalam UUSPPA tidak menggunakan kata tersangka terhadap anak 
yang melakukan tindak pidana. Dalam Pasal 1 ayat (3) UUSPPA 
menggunakan kalimat anak yang berkonflik dengan hukum. Anak yang 
berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak 
yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 
(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Pasal 
tersebut cukup menjelaskan pengertian anak sebagai tersangka menurut 
UUSPPA. 
Pasal 3 UUSPPA mengatur bahwa setiap anak dalam proses 
peradilan pidana berhak: 
a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan 
kebutuhan sesuai dengan umumnya; 
b. Dipisahkan dari orang dewasa; 
c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif, 
d. Melakukan kegiatan rekreasional; 
e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain 
yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat 
dan maetabatnya; 
f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup; 
g. Tidak ditangap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai 
upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat; 
h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang 
objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup 
untuk umum; 
i. Tidak dipublikasikan identitasnya; 
j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang 
dipercaya oleh anak; 
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k. Memperoleh advokasi sosial; 
l. Memperoleh kehidupan pribadi; 
m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat; 
n. Memperoleh pendidikan; 
o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan 
p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
 
Pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara 
anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi sesuai ketentuan 
Pasal 7 ayat (1) UUSPPA. Diversi adalah pengalihan penyelesaian 
perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan 
pidana. Diversi yang dimaksud dilaksanakan jika tindak pidana yang 
dilakukan anak diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun 
dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Jika proses diversi 
tidak menghasilkan kesepakatan atau kesepakatan diversi tidak 
dilaksanakan, maka proses peradilan pidana anak dilanjutkan. 
Pasal 6 UUSPPA menyebutkan tujuan diversi adalah untuk: 
a. Mencapai perdamaian antara korban dan anak; 
b. Menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan; 
c. Menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan; 
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan 
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. 
 
Penyidik, penuntut umum, dan hakim wajib memberikan 
perlindungan khusus bagi anak yang diperiksa karena tindak pidana yang 
dilakukannya dalam situasi darurat. Perlindungan khusus yang dimaksud 
dilaksanakan melalui penjatuhan sanksi tanpa pemberatan. Selain itu, 
pembimbing kemasyarakatan, pekerja sosial professional, dan tenaga 
kesejahteraan sosial, penyidik, penuntut umum, hakim, dan advokat atau 
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pemberi bantuan hukum lainnya wajib memperhatikan kepentingan terbaik 
bagi anak dan mengusahakan suasana kekeluargaan tetap terpelihara. 
Menurut Pasal 20 UUSPPA, jika tindak pidana dilakukan oleh anak 
sebelum genap berumur 18 (delapan belas) tahun dan diajukan ke sidang 
pengadilan setelah anak tersebut melampaui batas umur 18 (delapan 
belas) tahun, tetapi belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, 
maka anak tersebut tetap diajukan ke sidang anak. Sesuai dengan 
ketentuan pasal 21 ayat (1) UUSPPA, jika anak belum berumur 12 (dua 
belas) tahun melakukan atau diduga melakukan tindak pidana, maka 
penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial professional 
mengambil keputusan untuk: 
a. Menyerahkannya kembali kepada orang tua/wali; atau 
b. Mengikutsertakannya dalam program pendidikan, 
pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau 
LPKS di instansi yang menangani bidang kesejahteraan 
sosial, baik di tingkat pusat maupun daerah, paling lama 6 
(enam) bulan. 
 
Dalam setiap tingkat pemeriksaan, anak wajib diberikan bantuan 
hukum dan didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan atau 
pendamping lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 
Pengertian tersangka juga diartikan oleh beberapa ahli seperti 
J.C.T. Simorangkir yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan 
tersangka adalah seseorang yang telah disangka melakukan suatu tindak 
pidana dan ini masih dalam taraf pemeriksaan pendahuluan untuk 
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dipertimbangkan apakah tersangka ini mempunyai cukup dasar untuk 
diperiksa di persidangan.5 
Sementara menurut Darwan Prints, tersangka adalah seorang yang 
disangka, sebagai pelaku suatu delik pidana (dalam hal ini tersangka 
belumlah dapat dikatakan sebagai bersalah atau tidak).6 
Apabila seseorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana 
atau segera setelah perbuatannya dilakukan, atau sesaat kemudian 
khalayak ramai berseru bahwa ia orang yang berbuat atau sesaat 
kemudian padanya terdapat benda yang diduga keras telah dipakai untuk 
melakukan tindak pidana bahwa ia adalah pelaku atau turut 
melakukannya, maka orang itu adalah pelaku atau turut melakukannya, 
maka orang itu adalah tertangkap tangan.7 
Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik 
dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum serta berhak 
perkaranya segera dimajukan ke pengadilan (Pasal 50 KUHAP). 
Kemudian untuk mempersiapkan pembelaan bagi tersangka ia berhak 
untuk memberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti 
olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu 
pemeriksaan dimulai.8 
 
 
                                                          
5
 Laode Azwar, 2008, Pemenuhan Hak Mendapatkan Bantuan Hukum Bagi Tersangka (Studi 
pada Rumah Tahanan Negara Klas I Makassar, Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas 
Hasanuddin, hlm. 9. 
6
Ibid. 
7
 Ahmad Nur Setiawan, Op.cit, hlm. 16. 
8
Ibid, hlm. 17. 
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C. Geng Motor 
Pengertian geng motor adalah sekumpulan orang memiliki hobi 
bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor 
secara bersama sama baik tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda 
motor. Pengertian geng motor ini sebenarnya berawal dari sebuah 
kecenderungan hobi yang sama dari beberapa orang, namun belakangan 
geng motor semakin meresahkan masyarakat. Pengertian geng motor 
memang melekat dengan kekerasan, hal ini karena beberapa geng motor 
belakangan telah berubah dari kumpulan hobi mengendarai motor menjadi 
hobi menganiaya orang, hingga hobi melakukan aksi perampokan. geng 
motor awalnya berkembang di kota Bandung, namun sekarang geng 
motor bisa kita temukan hampir di setiap kota seperti Jakarta, Surabaya, 
Medan, bahkan merembet ke kota-kota kecil seperti Kediri, Malang, 
Siantar dan sebagainya.9 
Geng motor dari segi hukum merupakan kelompok sosial yang 
memiliki dasar tujuan yang sama atau asosiasi yang dapat disebut suatu 
paguyuban tapi hubungan negatif dengan paguyuban yang tidak teratur 
dan cenderung melakukan tindakan anarkis. Salah satu kontributor dari 
munculnya tindakan anarkis adalah adanya 
keyakinan/anggapan/perasaan bersama (collective belief). Keyakinan 
bersama itu bisa berbentuk siapa yang cenderung dipersepsi sebagai 
                                                          
9
Anonim, 2012, Pengertian Geng Motor Kenakalan Remaja, 
http://www.kemhan.com/2012/04/pengertian-geng-motor-kenakalan-remaja.html?m=1, diakses 
pada tanggal 31 Oktober 2014, pukul 23.05 WITA. 
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maling (dan oleh karenanya diyakini pantas untuk dipukuli) ; atau situasi 
apa yang mengindikasikan adanya kejahatan (yang lalu diyakini pula 
untuk ditindaklanjuti dengan tindakan untuk melawan).  
Pada dasarnya kemunculan hal-hal seperti simbol geng, tradisi dan 
lain-lain itu mengkonfirmasi bahwa masyarakat setempat mendukung 
perilaku tertentu, bahkan juga bila diketahui bahwa itu termasuk sebagai 
perilaku yang menyimpang Adanya dukungan sosial terhadap suatu 
penyimpangan, secara relatif, memang menambah kompleksitas masalah 
serta, sekaligus kualitas penanganannya secara perilaku, dukungan itu 
bisa juga diartikan sebagai munculnya kebiasaan (habit) yang telah 
mendarah-daging (innate) dikelompok masyarakat itu. Adanya geng-geng 
motor mengakibakan adanya pula kecenderungan peningkatan anarki di 
masyarakat. Pencegahan anarki perlu dilakukan sebelum tindakan itu 
tumbuh sebagai kebiasaan baru di masyarakat mengingat telah cukup 
banyaknya kalangan yang merasakan “asyik”-nya merusak, menjarah, 
menganiaya bahkan membunuh dan lain-lain tanpa dihujat apalagi 
ditangkap. Para pelaku geng motor memang sudah menjadi kebiasaan 
untuk melanggar hukum. Kalau soal membuka jalan dan memukul spion 
mobil orang itu biasa dan sering dilakukan pada saat konvoi. 
Setiap geng memang tidak membenarkan tindakan itu, tapi ada 
tradisi yang tidak tertulis dan dipahami secara kolektif bahwa tindakan itu 
adalah bagian dari kehidupan jalanan. Apalagi jika yang melakukannya 
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anggota baru yang masih berusia belasan tahun. Mereka mewajarkannya 
sebagai salah satu upaya mencari jati diri dengan melanggar kaidah 
hukum. Kondisi seperti ini sangat memprihatinkan dan perlu penyikapan 
yang bijaksana. Sekarang geng-geng motor sudah berada dalam taraf 
berbahaya, tak segan mereka tawuran dan tanpa merasa berdosa para 
geng tersebut membunuh. Perbedaan mencolok dari geng motor dan klub 
motor adalah :10 
1. Kebanyakan anggota geng motor tidak memakai perangkat 
safety seperti helm, sepatu dan jaket.  
2. Membawa senjata tajam yang dibuat sendiri atau sudah dari 
pabriknya seperti samurai, badik hingga bom Molotov.  
3. Biasanya hanya beraksi pada malam hari dan tidak 
menggunakan lampu penerang.  
4. Jauh dari kegiatan sosial. 
5. Anggotanya lebih banyak kepada kaum, pemabuk, penjudi. 
Sekalipun tidak menutup kemungkinan wanita juga ikut.  
6. Motor yang digunakan tidak ada spion hingga lampu utama. 
Visi dan misi mereka jelas, hanya membuat kekacauan dan 
ingin menjadi geng terseram diantara geng motor lainnya 
hingga sering terjadi tawuran di atas motor.  
7. Tidak terdaftar di kepolisian atau masyarakat setempat.  
                                                          
10
 Dewi Aqsariyanti Simen, 2013, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perkelahian 
Kelompok Yang Menyebabkan Kematian Oleh Geng Motor (Studi Kasus Putusan No. 
826/Pid.B/2012PN.Mks), Skripsi, Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, hlm. 22. 
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8. Lebih suka di tempat yang jauh dari kata terang. Lebih 
memilih tempat sepi, gelap dan bau busuk.  
9. Kalau pelantikan anak baru biasanya bermain fisik. 
Namun sekarang perlu diwaspadai karena ada geng motor yang 
berkedok klub motor. Berpakaian rapi, safety dan penuh berkendaraan 
namun arogan, anarkis dan egois kalau di jalan serta tak segan mereka 
membuat rusuh bila merasa diganggu. Selama AD/ART mereka jelas dan 
terdaftar dipihak kepolisian, klub motor tidak bakal berubah menjadi geng 
motor. 
 
D. Teori Penegakan Hukum 
Jika berbicara tentang penegakan hukum dalam masyarakat, 
berarti membicarakan tentang interaksi para penegak hukum dalam 
menegakkan hukum tersebut dan hasilnya yang didapati oleh masyarakat 
itu sendiri. Jadi, sebenarnya juga berbicara tentang sistem perbuatan 
manusia, yang menurut Talcott Parsons, sistem perbuatan manusia 
tersebut dibagi ke dalam beberapa elemen sebagai berikut:11 
1. Para pelaku perbuatan. 
2. Interaksinya dengan orang lain. 
3. Pola budaya. 
                                                          
11
 Munir Fuady, 2007, Sosiologi Hukum Kontemporer: Interaksi Hukum, Kekuasaan, dan 
Masyarakat, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 108. 
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Menurut Munir Fuady, penegakan hukum (law enforcement) adalah 
suatu upaya dan proses yang dilakukan dan dipertanggungjawabkan 
kepada pemerintah dan aparat-aparatnya atau kepada pihak yang 
didelegasikannya.12 
Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya 
merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan 
yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai 
unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound, maka 
LaFavre menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara 
hukum dan moral (etika dalam arti sempit).13 
Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah pokok penegakan 
hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang mungkin 
mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang netral, 
sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor 
tersebut. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:14 
1. Faktor hukumnya itu sendiri (Undang-undang). 
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk 
maupun menerapkan hukum. 
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan 
hukum. 
                                                          
12
Ibid, hlm. 107. 
13
 Soerjono Soekanto, 2011, Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: 
PT. RajaGrafindo Persada, hlm. 7. 
14
Ibid, hlm. 8. 
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4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut 
berlaku atau diterapkan. 
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan 
rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam 
pergaulan hidup. 
Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena 
merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur 
daripada efektivitas penegakan hukum. 
Menurut Sudikno Mertokusumo, dalam menegakkan hukum, ada 
tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum 
(Rechtssicherheit), kemanfaatan (Zweckmassigkeit) dan keadilan 
(Gerechtigkeit).15 
Menurut ajaran sosiologi hukum, ada beberapa fase yang harus 
dilalui agar suatu penegakan hukum dapat menemukan sasarannya. 
Menurut Philip Seiznick, fase-fase perkembangan penegakan hukum 
tersebut adalah sebagai berikut:16 
1. Tahap primitif/penyebaran. 
2. Tahap keterampilan sosiologis. 
3. Tahap otonomi dan kematangan intelektual. 
 
 
                                                          
15
 Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Yogyakarta: Liberty, hlm. 
145. 
16
 Munir Fuady, Op.cit, hlm. 109. 
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Kemudian, agar suatu hukum itu efektif dan dapat mencapai 
sasarannya, beberapa elemen dasar dalam hukum haruslah berjalan atau 
berfungsi dengan baik. Elemen-elemen dasar dari hukum tersebut 
adalah:17 
1. Aturan hukum tertulis harus lengkap dan up to date. 
2. Penegakan hukum harus berjalan dengan baik dan fair. 
3. Penegak hukum harus bekerja dengan sungguh-sungguh, 
imajinatif dan tidak memihak. 
4. Budaya hukum dan kesadaran masyarakat harus 
mendukung pelaksanaan hukum. 
5. Reward/hukuman haruslah efektif, preventif, dan represif. 
 
Kelima elemen hukum tersebut haruslah berjalan seiring. Manakala 
salah satu dari elemen tersebut tidak berfungsi dengan baik, suatu hukum 
yang efektif tidak terjadi dan tujuan hukum tidak tercapai. Dengan 
demikian, masalah penegakan hukum (law enforcement) merupakan slaah 
satu elemen yang perlu diperhatikan bagi suatu hukum yang efektif. 
Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk 
tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai 
pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum 
dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut 
subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas 
dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek 
dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan 
hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan 
hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan 
                                                          
17
Ibid, hlm. 110. 
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sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada 
norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau 
menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, 
penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan 
hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan 
hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya 
hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan 
untuk menggunakan daya paksa.18 
Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut 
objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga 
mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan 
hukum itu mencakup pula nilai-nilai kehidupan yang hidup dalam 
masyarakat. Tetapi dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya 
menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Karena 
itu, penerjemahan perkataan law enforcement ke dalam bahasa Indonesia 
dalam menggunakan perkataan penegakan hukum dalam arti luas dan 
dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. 
Pembedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan 
nilai keadilan yang dikandungnya ini bahkan juga timbul dalam bahasa 
inggris sendiri dengan dikembangkannya istilah the rule of law versus the 
rule of just law atau dalam rule of man by law. Dalam istilah the rule of law 
terkandung makna pemerintahan oleh hukum, tetapi bukan dalam artinya 
                                                          
18
Jimly Asshiddiqie, Penegakan Hukum, 
http://jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, hlm. 1. 
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yang formal, melainkan mencakup pula nilai-nilai keadilan yang 
terkandung di dalamnya. Karena itu, digunakan istilah the rule of just law. 
Dalam istilah the rule of law and not of man dimaksudkan untuk 
menegaskan bahwa pada hakikatnya pemerintahan suatu negara hukum 
modern itu dilakukan oleh hukum, bukan oleh orang. Istilah sebaliknya 
adalah the rule by law yang dimaksudkan sebagai pemerintahan oleh 
orang yang menggunakan hukum sekedar sebagai alat kekuasaan belaka. 
Dengan uraian di atas jelaslah kiranya bahwa yang dimaksud 
dengan penegakan hukum itu kurang lebih merupakan upaya yang 
dilakukan untuk menjadikan hukum, baik dalan arti formil yang sempit 
maupun dalam arti materiil yang luas, sebagai pedoman perilaku dalam 
setiap perbuatan hukum, baik oleh para subjek hukum yang bersangkutan 
maupun oleh aparatur penegakan hukum yang resmi diberi tugas dan 
kewenangan oleh undang-undang untuk menjamin berfungsinya norma-
norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dan 
bernegara.19 
 
 
 
 
 
 
                                                          
19
Ibid. 
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BAB III 
METODE PENELITIAN 
A. Lokasi Penelitian 
Untuk mendapatkan data dan informasi yang berkaitan dengan 
permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis 
melakukan penelitian di Kota Makassar. Pengumpulan data dan informasi 
dilaksanakan di tempat yang dianggap mempunyai data yang sesuai 
dengan objek yang diteliti, yaitu Kepolisian Resort Kota Besar 
(Polrestabes) Makassar dan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I 
Makassar. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
Jenis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah data 
primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara kepada 
narasumber yang terpercaya. Selain data primer, digunakan juga data 
sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh penulis dalam 
proses penelitian melalui cara penelusuran literatur atau kepustakaan, 
dokumen-dokumen, perundang-undangan yang berkaitan dengan 
masalah yang akan dibahas melalui studi kepustakaan dan studi internet, 
yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. 
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C. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh penulis ialah melalui 
metode sebagai berikut: 
1. Penelitian Pustaka (Library Research) 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui data sekunder, yaitu 
data yang diperoleh dari buku-buku, peraturan perundang-
undangan, karya tulis, makalah, serta data yang didapatkan melalui 
penelurusan media internet atau media lain yang relevan dengan 
permasalahan yang akan diteliti. 
2. Penelitian Lapangan (Field Research) 
Penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui data primer, yaitu 
penulis mengadakan penelitian secara langsung melalui 
wawancara dan tanya jawab terhadap aparat hukum yang 
menangani atau berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh atau yang berhasil dikumpulkan selama proses 
penelitian dianalisis secara kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai 
berikut: sebelum menganalisis data tersebut, terlebih dahulu diadakan 
pengorganisasian terhadap data sekunder yang diperoleh melalui 
dokumentasi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui 
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wawancara. Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis secara 
kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. 
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BAB IV 
PEMBAHASAN 
A. Pelaksanaan Penahanan Anak Sebagai Tersangka Dalam Kasus 
Geng Motor 
 Seperti yang telah dikemukakan bahwa anak merupakan amanah 
sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa dan dalam perkembangannya, 
terkadang anak mengalami situasi sulit yang membuatnya melakukan 
tindakan yang dapat merugikan dirinya sendiri atau bahkan merugikan 
orang lain. Anak khususnya remaja dalam perkembangannya terjadii 
perubahan baik itu fisik maupun mental. Dalam perkembangannya mereka 
cenderung memiliki rasa penasaran yang tinggi dalam mencoba hal-hal 
baru. 
Ada banyak cara yang dapat anak khususnya remaja lakukan 
dalam masa pencarian jati diri mereka, baik itu bersifat positif maupun 
negatif. Semua itu tidak terlepas dari pentingnya pengawasan orang tua 
dan keluarga serta lingkungan sekolah. Kegiatan atau aktivitas anak tidak 
sepenuhnya dapat terkontrol oleh orang tua, anak khususnya usia remaja 
rata-rata lebih banyak menghabiskan waktu mereka bersama teman 
sebaya atau bersama orang-orang yang dapat membuat mereka merasa 
nyaman. 
Namun terkadang ada saat dimana anak melakukan hal-hal yang 
baru dan tidak sedang dalam pengawasan orang tua dan keluarga. Hall 
yang dimaksud adalah suatu tindakan dimana anak terpengaruh oleh 
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lingkungannya untuk melakukan kejahatan yang tentu saja tidak menutup 
kemungkinan hal tersebut melanggar aturan/norma yang berlaku. Oleh 
karena anak merupakan salah satu golongan yang rentan terhadap 
kejahatan, tidak hanya menjadi korban tetapi dalam suatu keadaan 
terpaksa ia juga dapat menjadii pelaku kejahatan. 
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan pada tanggal 10 
Februari 2015 di Polrestabes Makassar penulis memperoleh data dari unit 
Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) terkait jumlah kasus yang 
melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun sebagai korban, yaitu: 
Tabel 1. Jumlah Kasus Anak Pada Tahun 2012 - 2014 
No. Tahun Jumlah Kasus 
1. 2012 401 
2. 2013 458 
3. 2014 305 
Total 1164 
  Sumber: Polrestabes Makassar 
Jika dilihat dari tabel tersebut, jumlah kasus anak pada tahun 2012 
adalah 401 kasus kemudian pada tahun 2013 menjadi 458 kasus dan 
pada tahun 2014 berjumlah 305 kasus. Berdasarkan data tersebut, maka 
penulis berpendapat bahwa jumlah kasus anak yang ditangani oleh pihak 
Polrestabes Makassar dari tahun ke tahun mengalami peningkatan dan 
penurunan. Dilihat dari jumlah kasus anak pada tahun 2012 Polrestabes 
Makassar menangani 401 kasus. Sedangkan pada tahun 2013 jumlah 
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tersebut meningkat menjadi 458 kasus dan pada tahun 2014 jumlah kasus 
tersebut mengalami penurunan yang cukup besar menjadi 305 kasus. 
Perubahan yang paling signifikan terjadi pada tahun 2014 dimana 
jumlah kasus anak mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. 
Dari jumlah 305 kasus anak yang terjadi pada tahun 2014, penulis juga 
memperoleh data terkait jumlah anak yang ditahan sebagi pelaku tindak 
pidana pada tahun tersebut dalam tabel berikut: 
Tabel 2. Jumlah Tahanan Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana 
Pada Tahun 2014 
No. Bulan Jumlah Anak 
1. Januari 2 
2. Februari 12 
3. Maret 5 
4. April 5 
5. Mei 7 
6. Juni 6 
7. Juli 5 
8. Agustus 3 
9. September 1 
10. Oktober 4 
11. November 0 
12. Desember 1 
Total 51 
   Sumber: Polrestabes Makassar 
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Terlihat pada tabel tersebut, perubahan yang paling signifikan 
terjadi pada bulan Februari dimana jumlah tahanan anak dari bulan 
Januari yang hanya berjumlah 2 (dua) anak meningkat menjadi 12 (dua 
belas) anak yang kemudian menurun pada bulan Maret menjadi 5 (lima) 
anak dan tidak mengalami perubahan sampai bulan April yaitu tetap 
berjumlah 5 (lima) anak. Selanjutnya mengalami peningkatan mejadi 7 
(tujuh) anak pada bulan Mei dan mengalami penurunan hingga bulan 
September. 
Berdasarkan penjelasan tersebut, jika dilihat secara keseluruhan 
maka penulis berkesimpulan bahwa berlakunya UUSPPA pada tanggal 30 
Juli 2014 juga turut mempengaruhi menurunnya tingkat jumlah tahanan 
anak. Dapat terlihat pada jumlah tahanan anak bulan Januari hingga Juli 
lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah tahanan anak pada bulan 
Agustus hingga Desember. Hal ini membuktikan terjadinya pengefektifan 
penerapan UUSPPA khususnya mengenai diversi yang menghindarkan 
anak dari proses peradilan. Diversi sendiri diatur dalam Pasal 6 UUSPPA 
yang bertujuan untuk:20 
a. Mencapai perdamaian antara korban dan Anak;  
b. Menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;  
c. Menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;  
d. Mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan  
e. Menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.  
                                                          
20
 Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
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Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan di Lapas Klas I 
Makassar juga mengalami penurunan jumlah tahanan anak pada tahun 
2014. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: 
Tabel 3. Jumlah Tahanan dan Narapidana Anak 
Tahun (Per akhir 
Desember) 
Tahanan 
Anak 
Narapidana 
Anak 
2013 68 29 
2014 49 19 
Total 117 48 
 Sumber: Lapas Klas I Makassar 
Jika dilihat dari tabel diatas, jumlah tahanan anak pada tahun 2014 
mengalami penurunan dari tahun 2013, yaitu berjumlah 68 (enam puluh 
delapan) anak menurun menjadi 49 (empat puluh sembilan) anak. Begitu 
juga dengan jumlah narapidana anak yang mengalami penurunan dari 29 
(dua puluh sembilan) anak pada tahun 2013 menjadi 19 (sembilan belas) 
anak pada tahun 2014. 
Di Indonesia kejahatan yang dilakukan oleh anak sangatlah 
beragam, mulai dari pencurian, penganiayaan, asusila, bahkan 
pembunuhan. Banyak faktor yang mempengaruhi sehingga seorang anak 
akhirnya melakukan kejahatan-kejahatan tersebut. Di Makassar sendiri 
sedang banyak terjadi kejahatan yang dilakukan oleh sekelompok orang 
yang lebih dikenal oleh masyarakat dengan istilah geng motor. Dilihat dari 
segi pengertiannya, geng motor adalah sekumpulan orang memiliki hobi 
bersepeda motor yang membuat kegiatan berkendara sepeda motor 
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secara bersama-sama baik tujuan konvoi maupun touring dengan sepeda 
motor. 
Namun pengertian geng motor berubah menjadi negatif semenjak 
adanya ulah para orang-orang yang melakukan kejahatan secara 
beramai-ramai dengan menggunakan sepeda motor sebagai 
kendaraannya dalam melaksanakan kejahatan tersebut, baik berupa 
pencurian motor, penganiayaan, atapun pengrusakan fasilitas umum. 
Mereka memanfaatkan geng motor sebagai kedok dalam menjalankan 
kejahatan. Yang lebih mengecewakan lagi, para pelaku yang pernah 
terjaring razia geng motor di kota Makassar rata-rata merupakan anak 
usia sekolah. Hal ini dapat terlihat pada table berikut: 
Tabel 3. Remaja Yang Pernah Terjaring Razia Geng Motor 
(September-Oktober 2014) 
No. Umur Nama Status Alamat 
1. 13 tahun Adi Pelajar Jl. Tudopuli 7 No. 5 
2. 14 tahun Adriansyah Pelajar Jl. Bonto Bila 
Ajustam Pelajar Jl. Pejuang Raya No. 10 
Adriansyah Pelajar Jl. Batua Raya 7 No. 12 
Azis Zakiruddin Pelajar Jl. Abd Dg Sirua No. 7 
Syahrul Pelajar Jl. Antang Raya 
Azhar Pelajar Jl. Abd Dg Sirua No. 12 
3. 15 tahun Yuda Pelajar Jl. Abd Dg Sirua 
Ailun Ahmad Pelajar Jl. Paropo 2 No. 16 
Abd Rahman Pelajar Jl. Paropo 2 
M. Iksan Pelajar Perumnas Antang Blok 
7 No. 13 
4. 16 tahun Yusuf Pelajar Jl. Racing Center No. 86 
M. Yusran Pratama Pelajar Jl. Kompleks Hadji Kalla 
M. Taufan Pelajar Jl. Abd Dg Sirua No. 9 
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Mustofa Rizaldi Pengangguran Jl. S Saddang Baru No. 
25 
Ilham Pengangguran Jl. Sepakat No. 86 
5. 17 tahun Yoas Pelajar Aspol Batua Blok D 
Fadli Pelajar Jl. Yos Sudarso No. 9 
Cakra Pelajar Jl. Paropo 3 No. 8 
Saldi Pengangguran Jl. Batua Raya 1 Lr 3 
Dezan Wahyudi Pengangguran Jl. Nuri Lr 300 No. 46 
  Jimmy Pelajar Jl. Batua Raya 5 No. 4 
Aldi Pelajar Jl. Paropo 8 No. 78 
M. Ibnu Pengangguran Jl. Batua Raya No. 25 
Dirga Pelajar Jl. Abd Dg Sirua No. 24 
Luki Pengangguran Jl. Sermani No. 6 
6. 18 tahun Sahril Pelajar Jl. Bonto Bila No. 10 
M. Akbar Pelajar Jl. Paropo 3 No. 16 
Nur Rahman Pelajar Jl. Pejuang 3 No. 7 
M. Rusli Swasta Jl. Paropo 1 No. 22 
Muhammadi Pelajar Jl. Paropo 1 
Maulana Pelajar Jl. Suka Maju Raya No. 
19 
Laode Ibrahim Swasta Jl. Bonto Bila 5 No. 31 
Andre Pengangguran Kompl BBD No. 19, 
Panaikang 
7. 19 tahun Adam Pengangguran Jl. Batua Raya 5 No. 22 
Dodi Hariadi Pengangguran Jl. Babusalam 3 No. 6 
Firman Pengangguran Jl. Tudopuli Blok 35 No. 
25 
Ikbal Pelajar Jl. Perintis 
Kemerdekaan 3 Lr. 1 
No. 3 
Andri Setiawan Siswa PPIP 
Pelayaran 
Jl. AP Pettarani Lr 2 
8. 20 tahun Inal Aksa Wiraswasta Jl. Abd Dg Sirua 
Sumber: Tribun Timur Edisi Kamis, 22 Januari 2015. 
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Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa yang terlibat dalam geng 
motor didominasi oleh anak usia sekolah atau yang masih berstatus 
pelajar. Hal ini tentu saja membuat para penegak hukum khususnya pihak 
kepolisian kehabisan cara dalam menimbulkan efek jera terhadap para 
pelaku kejahatan geng motor ini terkhusus anak. Karena dalam 
penanganannya, terhadap anak yang berhadapan dengan hukum 
diberlakukan ketentuan yang lebih meringankannya yang diatur dalam 
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana 
Anak dan diberlakukan juga KUHAP selama hal tersebut tidak diatur 
dalam UUSPPA. 
Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat 
tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan 
penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-
undang ini.21 Prosedur tentang penahanan anak dengan penahanan orang 
dewasa memiliki persamaan dan perbedaan. Sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 21 KUHAP bahwa penahanan pada umumnya dilakukan 
terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga  keras melakukan 
tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dan dikhawatirkan bahwa 
tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak barang bukti dan 
atau mengulangi tindak pidana. Begitu juga yang diatur dalam Pasal 32 
ayat (1) UUSPPA bahwa penahanan anak dilakukan agar ia tidak akan 
                                                          
21
 Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana 
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melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, 
dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. 
Namun anak tidak boleh dilakukan penahanan dalam hal anak 
memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan/atau lembaga bahwa ia tidak 
akan melakukan hal-hal tersebut. Tapi pada kenyataannya, terkadang 
ketika seorang anak menjadi tersangka suatu kejahatan dimana orang tua 
yang seharusnya menjamin agar anak tersebut tidak ditahan lebih memilih 
untuk membiarkan anaknya ditahan saja dari pada dipulangkan ke rumah. 
Menurut Reski Yospiah (Kepala Sub bagian Hukum) Polrestabes 
Makassar yang juga merupakan mantan penyidik anak menjelaskan 
bahwa hal tersebut dilakukan oleh para orang tua dengan alasan antara 
lain untuk menghindari konflik di lingkungan tempat tinggalnya, menjaga 
keamanan anak dari emosi warga, serta faktor opini publik yang membuat 
mereka merasa malu atas apa yang diperbuat oleh anaknya, sehingga 
dapat mempengaruhi psikis dari anak itu sendiri.22 
Dari hasil wawancara tersebut, penulis berpendapat bahwa dalam 
hal ini orang tua bertentangan dengan kedudukannya yang seharusnya 
mendampingi anaknya yang sedang berhadapan dengan hukum sesuai 
dengan ketentuan Pasal 3 huruf j UUSPPA. Karena orang tua merupakan 
salah satu elemen penting yang berkewajiban dan bertanggung jawab 
terhadap penyelenggaraan perlindungan anak sesuai ketentuan Pasal 20 
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 
                                                          
22
 Hasil Wawancara Tanggal 13 Februari 2015, Pukul 11.30 WITA. 
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Apabila anak berhadapan dengan hukum, penyidik sangat taat 
prosedur bahwa anak harus didampingi. Dari pihak penyidik harus 
memintakan pendamping, baik itu orang tua dari anak tersebut maupun 
dari pihak Balai Pemasyarakatan (Bapas). Jika anak tersebut mengalami 
disabilitas, maka pihak penyidik akan meminta kerjasama dari pihak ahli 
disabilitas untuk mendampingi anak tersebut demi berjalannya proses 
penyidikan.23 
Selain itu penulis juga melakukan wawancara di bagian unit 
Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Makassar terhadap 
Aminullah yang merupakan salah satu penyidik, menjelaskan bahwa 
penangkapan terhadap tersangka anak tidak berbeda dengan orang 
dewasa, yaitu tetap menggunakan surat penangkapan. Jika surat 
pemanggilan tidak ditanggapi sampai tiga kali, maka dapat dilakukan 
penangkapan. Yang berbeda dengan tersangka dewasa adalah masa 
penahanannya, dimana penahanan anak untuk kepentingan penyidikan 
paling lama adalah 7 (tujuh) hari dan dapat diperpanjang paling lama 8 
(delapan) hari, sedangkan penahanan dewasa untuk kepentingan 
penyidikan lama penahanan paling lama 20 (dua puluh) hari dan dapat 
diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari.24 
Dijelaskan bahwa syarat-syarat ditahannya seorang anak sangat 
penting untuk diperhatikan, serta layak dan tidaknya anak tersebut untuk 
ditahan, karena penahanan anak merupakan upaya terakhir untuknya. 
                                                          
23
Ibid. 
24
 Hasil Wawancara Tanggal 10 Februari 2015, Pukul 10.40 WITA. 
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Untuk syarat yang membedakan penahanan terhadap anak dengan orang 
dewasa ialah penahanan anak hanya dapat dilakukan dengan syarat 
sebagai berikut:25 
a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan  
b. Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana 
penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih. 
Walaupun terdapat syarat-syarat tertentu penahanan anak yang 
berbeda dengan penahanan orang dewasa, pada dasarnya tata cara 
penahanan ataupun penahanan lanjutan terhadap anak, baik yang 
dilakukan penyidik maupun penuntut umum serta hakim merujuk pada 
ketentuan Pasal 21 ayat (2) dan ayat (3), yaitu:26 
1. Dengan surat perintah penahanan atau surat penetapan 
Dalam ketentuan ini terdapat perbedaan sebutan. Kalau 
penyidik atau penuntut umum yang melakukan penahanan 
dilakukan dengan mengeluarkan atau memberikan surat 
perintah penahanan, dan apabila yang melakukan 
penahanan itu hakim, perintah penahanan berbentuk surat 
penetapan. Surat perintah penahanan atau surat penetapan 
penahanan harus memuat hal-hal: 
a) Identitas tersangka/terdakwa, nama, umur, pekerjaan, 
jenis kelamin, dan tempat tinggal. 
                                                          
25
 Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak 
26
 Yahya Harahap, 2002, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan 
Penuntutan, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 168. 
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b) Menyebut alasan penahanan. Misalnya untuk 
kepentingan penyidikan atau pemeriksaan sidang 
pengadilan. 
c) Uraian singkat kejahatan yang disangkakan atau yang 
didakwakan. Maksudnya agar yang bersamgkutan tahu 
mempersiapkan diri melakukan pembelaan dan juga 
untuk kepastian hukum. 
d) Menyebutkan dengan jelas di tempat mana ia ditahan, 
untuk memberi kepastian hukum bagi yang ditahan dan 
keluarhanya. 
2. Tembusan harus diberikan kepada keluarga 
Pemberian tembusan surat perintah penahanan atau 
penahanan lanjutan maupun penetapan penahanan yang 
dikeluarkan hakim, wajib disampaikan kepada keluarga 
orang yang ditahan. Hal ini dimaksudkan, di samping 
member kepastian kepada keluarga, juga sebagai usaha 
kontrol dari pihak keluarga untuk menilai apakah tindakan 
penahanan sah atau tidak. Pihak keluarga diberi hak oleh 
undang-undang untuk meminta kepada Praperadilan 
memeriksa sah tidaknya penahanan. 
Untuk tahanan anak yang berkedok geng motor, tindak pidana yang 
dilakukan diantaranya adalah penganiayaan, pemerasan, narkoba, 
pencurian, kepemilikan senjata tajam, bahkan pembunuhan. Dari 10 
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(sepuluh) tahanan anak yang penulis wawancarai pada tanggal 2 Februari 
2015 di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Makassar, 7 (tujuh) 
diantaranya merupakan tahanan yang melakukan tindak pidana tanpa hak 
membawa atau menyimpan senjata tajam. Oleh karena itu penulis 
mengambil tindak pidana tersebut sebagai contoh kasus yang dilakukan 
oleh anak sebagai tersangka dalam kasus geng motor. 
Dalam kasus ini, anggota unit Pelayanan Perempuan dan Anak 
(PPA) Polrestabes Makassar tidak mengupayakan diversi sebagaimana 
diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UUSPPA bahwa pada tingkat penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib 
diupayakan Diversi. Hal tersebut karena tindak pidana membawa atau 
menyimpan senjata tajam tanpa hak sesuai ketentuan Pasal 2 Undang-
undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951 tentang 
Mengubah “Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen” (Stbl. 1948 
Nomor 17) dan Undang-undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 
Tahun 1948) yang mengatur bahwa: 
(1) Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, 
membuat, menerima, mencoba memperolehnya, 
menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, 
membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai 
dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu 
senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk 
(slag-, steek-, of stootwapen), dihukum dengan hukuman 
penjara setinggi-tingginya sepuluh tahun. 
(2) Dalam pengertian senjata pemukul, senjata penikam atau 
senjata penusuk dalam pasal ini, tidak termasuk barang-
barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan 
guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga 
atau untuk kepentingan melakukan dengan syah pekerjaan 
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atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang 
pusaka atau barang kuno atau barang ajaib 
(merkwaardigheid). 
Sehingga anak yang melakukan tindak pidana membawa atau 
menyimpan senjata tajam tanpa hak tidak dapat diupayakan diversi, 
karena ancaman pidananya lebih dari 7 (tujuh) tahun. Hal ini telah diatur 
dalam Pasal 7 ayat (2) UUSPPA bahwa Diversi dilaksanakan dalam hal 
tindak pidana yang dilakukan:  
a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; 
dan 
b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana.  
 
Anggota unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes 
Makassar melakukan penahanan terhadap anak hanya sebagai upaya 
terakhir, dengan maksud pada dasarnya anak tidak dapat dirampas 
kemerdekaannya, kecuali terpaksa guna kepentingan penyelesaian 
perkara sesuai dengan asas dalam UUSPPA. Penahanan terhadap anak 
di Kota Makassar sendiri dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan 
(Lapas) Klas I Makassar dan Departemen Sosial Makassar.27 
Berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUSPPA mengatur bahwa 
penahanan terhadap anak dilaksanakan di Lembaga Penempatan Anak 
Sementara (LPAS). Lembaga Penempatan Anak Sementara yang 
selanjutnya disingkat LPAS adalah tempat sementara bagi anak selama 
proses peradilan berlangsung. Namun karena di Kota Makassar belum 
terdapat LPAS, maka tahanan anak dititipkan di Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Makassar. Lembaga Pemasyarakatan 
                                                          
27
 Hasil Wawancara Tanggal 10 Februari 2015, Op.cit. 
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yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan 
pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.28 
Oleh karena itu penulis juga melakukan penelitian di Lembaga 
Pemasyarakatan (Lapas) Klas I Makassar untuk memperoleh informasi 
terkait dengan penahanan anak sebagai tersangka dalam kasus geng 
motor di Kota Makassar dengan mewawancarai 10 (sepuluh) tahanan 
anak. 
1. Arman (16 tahun) 
Arman merupakan salah satu anak yang ditangkap saat sedang 
terjadinya peperangan antar kelompok di daerah SMPN 26 Makassar Jl. 
Malengkeri. Ia mengatakan bahwa saat itu ia hanya sedang lewat 
bersama teman-temannya. Saat ditangkap ia ternyata sedang membawa 
busur dengan tujuan untuk berjaga-jaga. Kemudian dibawa ke Polsek 
Tamalate dan tidak lama kemudian orang tuanya datang segera ketika 
mengetahui ia ditahan. Ia kemudian dititipkan di Lapas sejak Desember 
2014. Kegiatan di Lapas yang dijalaninya diantaranya bersih-bersih, 
mengaji dan menghafal. Di Lapas ia ditempatkan bersama 7 (tujuh) anak 
lainnya dalam satu kamar. 
2. Kiran (17 tahun) 
Kiran ditangkap saat sedang bermalam minggu bersama teman-
temannya di warnet dekat rumahnya di Goa. Ia membawa busur dengan 
tujuan untuk berjaga-jaga karena warnet tujuannya biasa diserang oleh 
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 Pasal 1 angka 3 Undang-undang RI Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 
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geng motor. Ia menyimpan busur tersebut di samping warnet dan 
beberapa saat kemudian terjadi penggrebekan sehingga busur tersebut 
diambil sebagai barang bukti. 
Saat proses penyidikan di Polsek Goa, ia dipukul dan dipaksa untuk 
mengakui kejahatan yang dituduhkan. Bentuk pertanyaan yang diberikan 
kepadanya berupa tuduhan pencurian motor yang sebenarnya tidak 
dilakukannya. Ia ditempatkan digabung bersama tahanan dewasa lainnya 
dan bahkan ia sempat dipukuli oleh tahanan dewasa tersebut. 
Ia diitahan selama dua bulan sebelum akhirnya dititipkan di Lapas 
pada Januari 2015. Saat ditahan di Polsek Goa, sekitar seminggu 
kemudian datang orang tuanya untuk dipertemukan, karena selama 
seminggu tersebut wajahnya masih lebam akibat pukulan. Jadi selama 
seminggu tersebut ia belum bisa dipertemukan dengan orang tuanya. Ia 
merasa lebih baik setelah ditempatkan di Lapas karena tidak lagi merasa 
tertekan. 
3. Ismail (17 tahun) 
Saat ditangkap, Ismail sedang duduk santai di samping kanal dan 
kemudian datang sekelompok polisi yang turun dari mobil dan kemudian 
menangkapnya bersama 6 (enam) orang dewasa lainnya. Tetapi hanya 
dirinya yang dibawa karena hanya ia yang sedang membawa busur. Di 
Polsek 11 Makassar ia ditahan selama 13 (tiga belas) hari dan kemudian 
dititipkan ke Lapas. Saat ditahan di kantor polisi, ia dipukul sekali pada 
telapak tangannya sampai bengkak dan dipaksa untuk mengakui 
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kejahatannya. Orang tuanya datang sehari setelahnya ditahan. Ruang 
tahananannya dipisah dengan tahanan dewasa. 
4. Dandi (15 tahun) 
Saat ditangkap, ia sedang sendiri saat dari warnet dalam 
perjalanannya pulang ke rumah. Kemudian datang polisi dan menemukan 
busur di tangannya. Ia membawa busur untuk berjaga-jaga karena ia 
sering pulang dari warnet pukul 3 (tiga) dini hari. Karena biasa terjadi 
perang di sekitar kompleks tempat tinggalnya. Ia ditahan selama 2 (dua) 
minggu dan digabung dengan tahanan orang dewasa. Saat di kantor polisi 
tidak ada kekerasan terhadapnya, ia malah mendapat kekerasan di saat 
penangkapan. 
5. Reza (16 thn) 
Reza yang merupakan siswa pelajar SMK Tritunggal merupakan 
tahanan anak yang ditangkap saat sedang mencuri. Setelah ditangkap ia 
langsung dibawa ke Polrestabes Makassar. Saat pemeriksaan ia dipukul 
dan sehari setelahnya datang keluarganya. Ia dipisah dari tahanan 
dewasa dan ditahan selama 2 (dua) minggu sebelum akhirnya dititipkan 
ke Lapas. 
6. Uppi (17 tahun) 
 Anak dengan kasus pencurian ini ditahan di Polsekta Ujung Pandang 
selama 2 (dua) minggu. Ia mengaku dipukul saat pemeriksaan. Ia telah 
menjalani masa tahanan satu bulan di Lapas. 
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7. Ian (16 tahun) 
 Anak yang bertempat tinggal di Jl. Urip ini ditahan atas tuduhan 
pencurian. Ia dibawa ke Polsek Tamalate dan ditahan selama 2 (dua) 
minggu dari total satu bulan di Lapas. Saat setibanya di Polsek Tamalate 
ia dipukul pake sandal eiger sekitar 10 (sepuluh) kali saat pemeriksaan. 
Satu hari kemudian datang orang tuanya yang justru memukulinya lagi 
karena emosi atas perbuatannya. Di Polsek Tamalate ia dipisah dengan 
tahanan dewasa.  
8. Resa (17 tahun) 
Pelajar SMAN 10 Makassar yang beralamat di Antang ini ditangkap 
saat sedang ada swiping/tilang dan didapati badik pada dirinya. Ia 
langsung dibawa ke kantor polisi setempat. Saat penyidikan ia tidak 
mengakui kepemilikan badik tersebut, tetapi ia dipukul hingga 
mengakuinya. Badik tersebut milik ayahnya yang ia bawa tanpa 
sepengetahuan. Ia ditahan selama 12 (dua belas) hari dan baru menjalani 
4 (empat) harinya di Lapas. 
9. Bahri (15 thn) 
Pelajar SMP terbuka yang beralamat di Rajawali ditangkap saat 
sedang membuat busur di depan rumahnya. Ia ditangkap atas laporan 
dari tetangganya sediri yang melihat pembuatan busur tersebut. Tak lama 
kemudian ia digrebek bersama teman-temannya, namun teman-
temannyanya berhasil melarikan diri dan ia sendiri langsung dibawa ke 
Sekta 3. 
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Tujuannya membuat busur tersebut dengan maksud untuk menjaga 
diri.  Ia ditahan selama 2 (dua) minggu. Saat ditahan ia selalu didampingi 
orang tuanya. Namun saat ditahan ia digabung dengan tahanan dewasa 
lainnya. Kegiatan sehar-hari di lapas diantaranya mencuci, mengaji, 
membersihkan, sholat. 
10. Fathul (17 tahun)  
Fathul ditangkap pada hari tanggal 17 Desember 2014 saat sedang 
melakukan aksinya mencuri dan gagal kabur kemudian ia dihakimi oleh 
warga setempat. Ia dibawa ke Kantor polisi dalam keadaan babak belur 
hingga sulit berdiri. Orang tuanya telah mendapat pemberitahuan dari 
pihak kepolisian tetapi tidak bersedia untuk datang. Di sana ia disatukan 
dengan tahanan dewasa. 
Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan terhadap 10 
(sepuluh) tahanan anak yang berkaitan dengan geng motor di Lapas Klas 
I Makassar, 4 (empat) anak diantaranya mengaku disatukan dengan 
tahanan dewasa sebelum mereka dititipkan di Lapas Klas I Makassar. Hal 
ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 3 huruf b UUSPPA yang 
mengatur bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak untuk 
dipisahkan dari orang dewasa. Hal ini juga diatur dalam Pasal 17 Undang-
undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak ayat (1) huruf a 
bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk 
mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya 
dipisahkan dari orang dewasa. 
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Disamping itu, 6 (enam) diantara mereka mengaku mengalami 
kekerasan saat menjalani pemeriksaan di kantor polisi tempat mereka 
masing-masing ditahan sebelumnya. Mereka dipukul dan dipaksa hingga 
mengakui kejahatan yang dilakukan. Padahal telah diatur dalam Pasal 3 
huruf e UUSPPA bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana 
berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain 
yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan 
martabatnya. 
Selain itu penulis juga melakukan wawancara terhadap Andi 
Muhammad Hamka selaku Kepala Seksi Bimbingan Kemasyarakatan 
yang juga sebagai Penelaah Status Warga Binaan, menjelaskan bahwa di 
Lapas sendiri telah melakukan yang terbaik demi tercapainya kebutuhan 
dan hak-hak anak selama ia berada dalam masa penahanan, baik dari 
kebutuhan jasmani, rohani, maupun kebutuhan sosial anak harus tetap 
dipenuhi sesuai ketentuan Pasal 32 ayat (4) USPPA. Hal tersebut 
diwujudkan dalam pembinaan-pembinaan yang ada di Lapas Klas I 
Makassar.29 
Pembinaan tersebut dilaksanakan dalam bentuk pendidikan 
kemandirian dan pendidikan kepribadian. Pendidikan kepribadian merujuk 
pada pemberian materi-materi pengenalan jati diri baik itu yang 
berhubungan dengan pendidikan agama maupun moral. Sedangkan 
pendidikan kemandirian merujuk pada pengembangan diri (life skill), 
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 Hasil Wawancara Tanggal 30 Januari 2015, Pukul 11.00 WITA. 
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seperti pembuatan bingkai dari koran, pertukangan, peternakan, 
tergantung dari skill dan kemauan atau minat si tahanan anak.30 
 
B. Kendala-kendala Dalam Melaksanakan Penahanan Anak Sebagai 
Tersangka Dalam Kasus Geng Motor 
Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Polrestabes 
Makassar dan Lapas Klas I Makassae, maka kendala-kendala yang 
dihadapi dalam menerapkan ketentuan penahanan anak sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan diantaranya: 
1. Singkatnya waktu penahanan 
Jangka waktu penahanan anak di Undang-undang yang 
lama pada Pasal 44 ayat (4) Undang-undang No. 3 Tahun 
1997 tentang Peradilan Anak mengatur bahwa: 
Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari penyidik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah harus 
menyerahkan berkas perkara yang bersangkutan kepada 
penuntut umum. 
 
Kemudian digantikan oleh Undang-undang baru yaitu pada 
Pasal 33 UUSPPA mengatur bahwa: 
(1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 untuk 
kepentingan penyidikan dilakukan paling lama 7 (tujuh) 
hari.  
(2) Jangka waktu penahanan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) atas permintaan penyidik dapat diperpanjang 
oleh penuntut umum paling lama 8 (delapan) hari.  
(3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada 
ayat (2) telah berakhir, anak wajib dikeluarkan demi 
hukum.  
                                                          
30
 Ibid. 
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Anggota unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) 
Polrestabes Makassar merasa waktu yang hanya 7 (tujuh) 
hari dan perpanjangan 8 (delapan) hari sangat singkat, 
sedangkan dalam mendapatkan saksi dan bukti-bukti guna 
menyelesaikan BAP membutuhkan waktu cukup lama.31 
2. Belum terdapat Lembaga Penempatan Anak Sementara 
(LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di 
Kota Makassar 
Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS) adalah 
tempat sementara bagi anak selama proses peradilan 
berlangsung. LPAS ini menjadi tempat untuk memberikan 
pelayanan, perawatan, pendidikan, pembinaan, dan 
pembimbingan klien anak selama anak ditahan untuk 
mengikuti proses persidangan. Melalui keberadaan LPAS ini 
diharapkan anak dapat tumbuh dan berkembang dengan 
baik tanpa adanya tekanan secara fisik dan mental, karena 
LPAS harus dibuat senyaman mungkin untuk kepentingan 
terbaik anak.32 
Sedangkan LPKA adalah lembaga atau tempat anak 
menjalani masa pidananya. 
Keberadaan tahanan anak di Lapas Klas I Makassar pada 
kenyataannya memang dibedakan antar blok dengan 
                                                          
31
 Hasil Wawancara Tanggal 10 Februari 2015, Op.cit. 
32
 M. Nasir Djamil, 2013, Anak Bukan Untuk Dihukum, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 167. 
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tahanan dewasa, tetapi mereka masih bisa berinteraksi 
dengan bebas dengan tahanan dewasa. Hal ini membuat 
pembedaan blok tersebut tidak berjalan efektif dalam 
pelaksanaan Pasal 3 huruf b UUSPPA. 
3. Kurangnya penyidik anak 
Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 bahwa penyidik 
yang menangani kasus anak adalah penyidik anak. Penyidik 
yang dimaksud diatur dalam Pasal 26 UUSPPA sebagai 
berikut: 
(1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh 
Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan 
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau 
pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara 
Republik Indonesia.  
(2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi 
dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1).  
(3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:  
a. telah berpengalaman sebagai penyidik;  
b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan 
memahami masalah Anak; dan  
c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan 
Anak.  
(4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi 
persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas 
penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan 
tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh 
orang dewasa.  
 
Penyidik anak yang ada saat ini masih kurang, untuk 
menutupi kekurangan tersebut maka penyidik yang 
melakukan penyidikan terhadap anak diserahkan kepada 
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Polisi Wanita (Polwan) yang sebelumnya telah ditunjuk untuk 
menangani perkara anak tersebut.33 
4. Kurangnya pegawai Lapas 
Karena belum adanya LPAS dan LPKA di Kota Makassar, 
maka anak yang berhadapan dengan hukum baik yang 
masih berstatus tahanan maupun yang telah berstatus 
narapidana dititipkan di Lapas. Jika dibandingkan dengan 
Rutan, Lapas dianggap lebih representatif untuk 
menampung anak yang berhadapan dengan hukum. Selain 
bangunan yang lebih besar, Lapas juga memiliki tingkat 
kepadatan yang rendah dibandingkan dengan Rutan. Tetapi 
walaupun tingkat kepadatan penghuni di Lapas tidak setinggi 
penghuni di Rutan, tetapi mereka masih memiliki kekurangan 
sumber daya manusia dalam mengawasi seluruh tahanan 
yang ada di Lapas tersebut.34 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
33
 Hasil Wawancara Tanggal 10 Februari 2015, Op.cit. 
34
 Hasil Wawancara Tanggal 30 Januari 2015, Op.cit. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka penulis 
menyimpulkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut: 
1. Proses penahanan anak sebagai tersangka dalam kasus geng 
motor di Kota Makassar sejauh ini telah dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan 
tetapi, dalam pelaksanaannya masih belum berjalan dengan 
baik yang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya 
adalah anak sebagai tersangka dalam kasus geng motor 
ketika ditahan masih disatukan dengan tahanan dewasa, 
faktor orang tua sebagai pihak penjamin bagi anak yang 
berhadapan dengan hukum yang belum terlaksana dengan 
baik, serta perlakuan buruk yang diterima oleh anak selama 
menjalai proses hukum. 
2. Kendala-kendala terhadap pelaksanaan ketentuan peraturan 
perundang-undangan tentang penahanan anak sebagai 
tersangka dalam kasus geng motor di Kota Makassar 
diantaranya singkatnya waktu penahanan bagi anak yang 
diterapkan oleh UUSPPA membuat penyidik membutuhkan 
kerja yang ekstra agar dapat menyelesaikan berkas perkara 
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lebih cepat, belum terdapat Lembaga Penempatan Anak 
Sementara (LPAS) dan Lembaga Pembinaan Khusus Anak 
(LPKA) di Kota Makassar, serta masih kurangnya penyidik 
anak dan tenaga pegawai Lapas Klas I Makassar. 
 
B. Saran 
Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan 
menulis skripsi ini yaitu: 
1. Penahanan terhadap anak sebagi tersangka dalam kasus 
geng motor harus dilaksanakan sesuai dengan amanat 
Undang-undang dengan memperhatikan kesejahteraan dan 
kepentingan terbaik anak bahwa tahanan anak harus 
dipisahkan dengan tahanan dewasa serta mengefektifkan 
upaya diversi berdasarkan keadilan restoratif dengan 
memberikan dorongan yang besar terhadap orang tua sebagai 
faktor pendukung utama bagi anak yang berhadapan dengan 
hukum agar dapat berperan aktif dalam upaya diversi, dan 
pemberian sanksi yang tegas terhadap oknum penyidik yang 
terbukti memberi tekanan ataupun kekerasan terhadap anak 
dalam proses penyidikan. 
2. Berdasarkan kendala-kendala terhadap pelaksanaan 
ketentuan peraturan perundang-undangan tentang penahanan 
anak sebagai tersangka dalam kasus geng motor di Kota 
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Makassar penulis menyarankan agar semua pihak yang 
terkait khususnya kepolisian dan lembaga pemasyarakatan 
dapat bekerja sama dengan baik demi kepentingan terbaik 
anak, Pemerintah dapat secepatnya membangun LPAS dan 
LPKA, memperbaiki sarana dan prasarana yang ditujukan 
kepada anak yang berhadapan dengan hukum, serta 
menambah quota terhadap penerimaan tenaga kerja/pegawai 
Lapas. 
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